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KERANGKA TEORITK

A. Kajian Pustaka
1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan
dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas.

Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

a. Bahwa proses pemusatan kekuasan terbangun dari pemusatan
penguasaan faktor produksi.

b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat
pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.

c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan,
sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk
memperkuat dan legitimasi.

d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan
ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok
masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat Tuna Daya.
Akhimya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang
berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi

menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui
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proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the

powerless)."

Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial
ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan
mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah
penghancuran kekuasaan atau power to nobody. Pandangan ini didasari
oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasingkan dan
menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk
mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari
keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan.
Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada
setiap orang (power 1o everybody).

Pandangan di atas didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang
terpusat akan menimbulkan abuse dan cenderung mengalienasi hak
normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasai. Oleh sebab itu,
kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat
mengaktualisasikan diri. Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah
penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat.
Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan
lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan power to nobody

dan pandangan power to everybody.

" Sunvoto Usman. “Pembangunan dan Pemberdavaan Masvarakar”. (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. 2004)
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Menurut pandangan ini, Power to nobody adalah kemustahilan dan
power to everybody adalah chaos dan anarki. Oleh sebab itu menurut
pandangan ketiga, yang paling realistis adalah power to powerless.

Ketiga pandangan tersebut di atas, kalau dikaji secara seksama,
ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam konsep dan praksis
pemberdayaan. Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan.
Konsep Pertama, Pemberdayaan yang hanya berkutat di daun dan ranting
atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, struktur ekonomi,
dan struktur ekonomi sudah dianggap given, maka pemberdayaan adalah
usaha bagaimana masyarakat Tuna Daya harus menyesuaikan dengan yang
sudah given tersebut.

Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat tuna
daya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal,
pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering
disebut sebagai Magical Paradigm. Konsep Kedua, Pemberdayaan yang
hanya berkutat di ‘batang’ atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara
umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah tidak ada
masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional.'* Oleh sebab itu,
pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari Top Down menjadi Bottom
Up, sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan
kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai Naive

Paradigm.

" Isbanda Ruminto. Pemberdayaan. Pengembangan Masyarakar  dan  Intervensi

Komunitas.( Jakarta: Fakultas Ekonomi Ul 2003). Hal. 50



19

Konsep Ketiga, Pemberdayaan yang hanya berkutat di akar atau
pemberdayaan struktural. Karena tidak berdayaan masyarakat disebabkan
oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi
ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi,
politik, dan sosial budaya, maka stuktur itu yang harus ditinjau kembali."
Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan
yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus
dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan
pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya
dan atau pengusaha, dan sejenisnya.

Singkat kata, konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkutat
pada akar adalah penggulingan the powerful. Konsep ketiga ini sering
disebut sebagai Critical Paradigm. Oleh Pranarka dan Moelyarto, karena
kesalah-pahaman mengenai pemberdayaan ini, maka menimbulkan
pandangan yang salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses
penghancuran kekuasaan, proses penghancuran negara, dan proses
penghancuran pemerintah.

a. Pendeckatan-Pendekatan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan
pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam
hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan

struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara

" Isbanda Ruminto. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakar dan [ntervensi

Komunitas.( Jakanta: Fakultas Ekonomi UL. 2003). Hal. 33
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alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula
sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan.

Teori-teori ekonomi makro, yang umumnya bersandar pada peran
pasar dalam alokasi sumber daya, serta dengan praanggapan bahwa
kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat akan menguntungkan semua
lapisan masyarakat, dalam kenyataannya tidak dapat menghasilkan
jawaban yang memuaskan bagi masalah kesenjangan.

Kekuatan sosial yang tidak berimbang, menyebabkan kegagalan
pasar untuk mewujudkan harapan itu (Brown, 1995). Oleh karena itu,
diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat
makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan
dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada
lapisan masyarakat terbawah. Pemberdayaan masyarakat dapat
dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro
dan mikro.

Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana,
prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui
berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai
rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi
masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat (capacity building) melalui pemupukan modal yang

bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat
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menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses
transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa
bantuan dana, prasarana, dan sarana harus dikelola secara tertib dan
transparan dengan berpegang pada lima prinsip pokok. Pertama,
mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana
dan pengelola (acceptable); kedua, dapat dikelola oleh masyarakat
secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable),

Ketiga, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik
masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable),
keempat, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga
menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi
setempat (sustainable); dan kelima, pengelolaan dana dan pelestarian
hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh
masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (replicable).'®

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa
masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan,

tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

'® Sudaryanto. Y. P. dan Elsener. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. (Yogyakarta. Bina
Aksara. 2003). Hal. 12
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kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan

dipelihara secara sating menguntungkan dan memajukan.'’

Selanjutnya untuk kepentingan analisis, pemberdayaan masyarakat
harus dapat dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasional
maupun inkremental. Dalam pengertian pertama, dalam upaya ini
diperlukan perencanaan berjangka, serta pengerahan sumber daya yang
tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang
mencakup seluruh masyarakat.

Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik
pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan
kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang
mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian,
programnya harus bersifat nasional, dengan curahan sumber daya yang
cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.

Dengan pendekatan yang kedua, perubahan yang diharapkan tidak
selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang
sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah,
mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Pada satu
sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian
pula antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau suatu kondisi
dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, maka desentralisasi

dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teramat penting.

' Taliziduhu Ndrah. “Pembangunan Masyarakat. Mempersiapkan Masyarakar Tinggal
Landas". (Jakarta: Rineka Cipta. 1990). Hal. 41
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Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin
kepada masyarakat.

Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh
LSM adalah advokasi. Pendekatan advokasi pertama Kkali
diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat.
Model pendekatan ini mencoba meminjam pola yang diterapkan dalam
sistem hukum, di mana penasehat hukum berhubungan langsung
dengan klien.

Dengan demikian, pendekatan advokasi menekankan pada
pendamping dan kelompok masyarakat dan membantu mereka untuk
membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya,
membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan
memobilisasi sumber daya yang dapat dikuasai agar dapat
meningkatkan posisi tawar (bargaining position) dari kelompok
masyarakat tersebut.'®

Pendekatan advokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
pada hakekatnya masyarakat terdiri dan kelompok-kelompok yang
masing-masing mempunyai kepentingan dan sistem nilai sendiri-
sendiri. Masyarakat pada dasarnya bersifat majemuk, di mana
kekuasaan tidak terdistribusi secara merata dan akses keberbagai
sumber daya tidak sama (Catanese and Snyder, 1986). Kemajemukan

atau pluralisme inilah yang perlu dipahami. Menurut paham ini

" Taliziduhu Ndrah. “Pembangunan Masyarakat. Mempersiapkan Masvarakar Tinggal
Landas ", (Jakarta: Rineka Cipta. 1990). Hal. 32
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Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat
barus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

1. Upaya itu harus terarah (targetted). Ini yang secara populer disebut
pemihakan. dia ditujukan langsung kepada yang memerlukan,
dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan
sesuai kebutuhannya.

2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan
dilaksanakan oleh masyarakat yang nmenjadi sasaran.
Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai
beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena
sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka.
Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering)
masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan,
mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri
dan ekonominya.

3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri
masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang
dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau
penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah
disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling
efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan
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kegagalan pemerintah sering terjadi karena memaksakan pemecahan
masalah yang seragam kepada masyarakat yang realitanya terdiri dari
kelompok-kelompok yang beragam. Ketidakpedulian terhadap
heterogenitas masyarakat, mengakibatkan individu-individu tidak
memiliki kemauan politik dan hanya segelintir elit yang terlibat dalam
proses pembangunan.

Dalam jangka panjang diharapkan dengan pendekatan advokasi
masyarakat mampu secara sadar terlibat dalam setiap tahapan dari
proses pembangunan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Seringkali pendekatan advokasi
diartikan pula sebagai salah satu bentuk “penyadaran” secara langsung
kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam proses
pembangunan.

. Pandangan Tokoh Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Karl Marx, mengartikan pemberdayaan masyarakat adalah
sebuah proses perjuangan kaum powerless untuk memperolah surplus
value sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus value
dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan
perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi
harus dilakukan melalui perjuangan politik. Kalau menurut Marx,
pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka menurut

Fiedmann, Pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga.
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Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup
aspek sosial, politik, dan psikologis.

Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha
bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses
pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam
organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuvangan. Yang
dimaksud dengan pemberdayaan polittk adalah usaha bagaimana
rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan
keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang
pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun
kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.

Selain Karl Marx dan Friedmann, masih banyak pandangan
mengenai pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Tumer
(1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), sen dan Grown
(1987), dan Paul(1987), yang pada prinsipnya adalah bahwa
pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang
mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat
memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat
untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.'®

Selain pendidikan dan latihan, dalam setiap usaha, modal usaha

sangat besar peranannya dalam meningkatkan pendapatan atau

" Soerjana Sockanto. “Struktur Masyarakat ", ( Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 1993).

Hal. 30



bahwa diantara sejumlah komponen utama yang menentukan suatu

usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan
berkembang dengan efektif, salah satunya adalah modal kerja,
selain teknologi tepat guna; model manajemen usaha;
pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal
kerja, teknologi dan manajemen usaha, ethos kerja, semangat dan
disiplin kerja. Artinya bahwa tanpa modal usaha yang memadai,
setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan peroses
usahanya, baik memproduksi barang-barang maupun melakukan
transaksi jual-beli barang, karena hal demikian tidak mungkin
dilakukan tanpa adanya modal usaha.

Pada satu sisi, walaupun suatu usaha telah memiliki modal
sendiri namun jumlahnya terbatasa, maka akan mengalami pula
kesulitan untuk mengembangkan usahanya sehingga kurang
berpeluang untuk bersaing serta memperoleh pendapatan atau
keuntungan yang memadai; dan di sisi lain, bahwa walaupun ada
modal yang cukup, namun tidak dikelola secara baik, efisien dan
efektif, akan menimbulkan pemborosan bahkan mengalami
kerugian dalam berusaha.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan
ckonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini

mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat
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"people-centered, participatory, empowering, and sustainable"
(Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan
mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety
net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan
sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep
pertumbuhan di masa yang lalu.’

Konsep im berkembang dari upaya banyak ahli danpraktisi
untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman disebut
alternative development, yang menghendaki “inclusive democracy,
appropriate  economic  growth, gender equality and
intergenerational equity”. Konsep ini tidak mempertentangkan
pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh
Donald Brown, keduanya tidak harus diasumsikan sebagai
"incompatible orantithetical".

Konsep di atas mencoba melepaskan diri dari perangkap "zero-
sum game" dan "trade off". Dia bertitik tolak dari pandangan
bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk
pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Kirdar dan
Silk, "the pattern of growth is just as important as the rate of

growth". Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, "the right

¥ Soerjana Sockanto. “Strukrur Masyarakatr”.( Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 1993).

Hal. 49
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kind of growth", yakni bukan yang vertikal menghasilkan "trickle-
down", seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat
horizontal (horizontal flows), yakni "broadly based, employment
intensive, and not compartmentalized'.

Hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh
International Fund for Agriculture Development (IFAD)
menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan
masyarakat dilapisan bawah telah memberikan sumbangan pada
pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang
sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan
itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan
devisa yang lebih kecil pula. Hal terakhir ini besar artinya bagi
negara-negara berkembang yang mengalami kelangkaan devisa dan
lemah posisi neraca pembayarannya.

Pengalaman Taiwan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan
pemerataan dapat berjalan beriringan. Taiwan adalah salah satu
negara dengan tingkat kesenjangan yang paling rendah ditinjau
dengan berbagai ukuran (tahun 1987, Gini rationya 0,30, termasuk
yang terendah di dunia), tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang
tinggi yang dapat dipeliharanya secara berkelanjutan.

Konsepnya adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada
pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan

penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
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Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan
masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi.

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya
adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat,
memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada
masyarakat yang sama sckali tanpa daya, karena, kalau
demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk
membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta
berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat
(empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah
lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan
suasana !

Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan
menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta
pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities)
yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok

adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan,

' Muhammad Idrus Abustam. “Gerakan Penduduk. Pembangunan dan Perubahan
Sosial . ( Jakarta: Ul-Press. 1989). Hal. 45
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serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti
modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut
pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti
irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas
pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat
pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga
pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana
terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang
kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku
untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat
ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu
anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.
Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras,
hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian
pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan
pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta
peranan masyarakat di dalamnya.

Sungguh penting disini adalah peningkatan partisipasi
rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut

diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan
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masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan,
pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman,
menyatakan
“The empowerment approach, which is fundamental to an
altemative development, places the emphasis on autonomy
in the decision-marking of territorially organized
communities, local self-reliance (but not autarchy), direct
(participatory) democracy, and experiential social
learning”.
. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam
proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi
bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam
menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan
pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam
konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti
mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru
akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.
Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk
mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta
eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan
masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin
tergantung pada berbagai program pemberian (charity).
Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus
dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat

dipertukarkan dengan pihak lain).



33

Dengan demikian, tujuan akhimya adalah memandirikan
masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk
memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara
sinambung.

2. Koperasi

Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-
orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan
prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha
kekeluargaan dengan tujuan menyejahterakan anggotanya. Koperasi
adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, disebutkan bahwa
karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain,
yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda
maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa
koperasi.2

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh
anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam
setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi

(biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan

? Chaniago, Arifinal Fkonomi dan Koperasi(Bandung : CV Rosda Bandung 1983) hal. 29
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andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan

pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang

dilakukan oleh anggota.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 ref Sito, Arifin. Tamba, Halomoan Koprasi teori dan peraktek.?

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan
bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko
gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2 Nunkener, Hans M Hukum Koperasi (Bandung: Alumni. 1981) hal. 12
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5. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi
para pelajar bangsa.>*

Sedangkang Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4
dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko
gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

5. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi

para pelajar bangsa 2

2 Sito, Arifin. Tamba, Halomoan Koperasi teori dan peraktek (Jakarta: Erlangga 2001)
hal. 137

# Sito, Arifin. Tamba, Halomoan Koperasi teori dan peraktek (Jakarta: Erlangga 2001)
hal. 137
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B. Kajian Teori

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Teori mengenai pertumbuban ekonomi dapat ditelusuri setidak-
tidaknya sejak abad ke-18. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan
dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja
(division of labor). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas
yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga
menggaris bawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan meluasnya pasar,
akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong
perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah
Adam Smith muncul pemikiran-pemikiran yang berusaha mengkaji batas -

batas pertumbuhan (/imits to growth) antara lain Malthus dan Ricardo 2

Setelah Adam Smith, Malthus, dan Ricardo yang disebut sebagai aliran
klasik, berkembang teori pertumbuhan ekonomi modern dengan berbagai
variasinya yang pada intinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang
menekankan pentingnya akumulasi modal (physical capital formation) dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia (human capital). Salah satu
pandangan yang dampaknya besar dan berlanjut hingga sekarang adalah

model pertumbuhan yang dikembangkan oleh Harrod dan Domar.

% Sudaryanto. Y.P. dan Elscner, Agatho. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakar. (Y ogyakarta :
Bina Aksara. 2003) hal. 40
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Pada intinya model ini berpijak pada pemikiran Keynes yang
menekankan pentingnya aspek permintaan dalam mendorong pertumbuhan
jangka panjang. Dalam model Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi akan
ditentukan oleh dua unsur pokok, yaitu tingkat tabungan (investasi) dan
produktivitas modal (capital output ratio). Agar dapat tumbuh secara
berkelanjutan, masyarakat dalam suatu perekonomian harus mempunyai
tabungan yang merupakan sumber inves tasi. Makin besar tabungan, yang
berarti makin besar investasi, maka akan semakin tinggi pertumbuhan
ekonomi. Sebaliknya, makin rendah produktivitas kapital atau semakin

tinggi capital output ratio, makin rendah pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan Harrod-Domar yang memberikan tekanan kepada
pentingnya peranan modal, Arthur Lewis dengan model surplus of
labornya memberikan tekanan kepada peranan jumlah penduduk. Dalam
model ini diasumsikan terdapat penawaran tenaga kerja yang sangat
elastis. Ini berarti para pengusaha dapat meningkatkan produksinya dengan
mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak tanpa harus menaikkan
tingkat upahnya. Meningkatnya pendapatan yang dapat diperoleh oleh
kaum pemilik modal akan mendorong investasi-investasi baru karena
kelompok ini mempunyai hasrat menabung dan menanam modal
(marginal propensity to save and invest) yang lebih tinggi dibandingkan
dengan kaum pekerja. Tingkat investasi yang tinggi pada gilirannya akan

mendorong pertumbuhan ekonomi.
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Sementara itu berkembang sebuah model pertumbuhan yang disebut
neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik mulai memasukkan unsur
teknologi yang diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi
suatu negara. Dalam teori neoklasik, teknologi dianggap sebagai faktor
eksogen yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh semua negara di dunia.
Dalam perekonomian yang terbuka, di mana semua faktor produksi dapat
berpindah secara leluasa dan teknologi dapat dimanfaatkan oleh setiap
negara, maka pertumbuhan semua negara di dunia akan konvergen, yang

berarti kesenjangan akan berkurang >’

Teori pertumbuhan selanjutnya mencoba menemukan faktor-faktor
lain di luar modal dan tenaga kerja, yang mendorong pertumbuhan
ekonomi. Salah satu teori berpendapat bahwa investasi sumber daya
manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan
produktivitas. Menurut Becker peningkatan produktivitas tenaga kerja ini
dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan derajat
kesehatan. Teori human capital ini selanjutnya diperkuat dengan berbagai

studi empiris, antara lain untuk Amerika Serikat oleh Kendrick.

Selanjutnya, pertumbuhan yang bervariasi di antara negara-negara
yang membangun melahirkan pandangan mengenai teknologi bukan
sebagai faktor eksogen, tapi sebagai factor endogen yang dapat

dipengaruhi oleh berbagai variabel kebijaksanaan. Sumber pertumbuhan

%7 Isbanda Rukminto Adi. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi
Komunitas. (Jakarta : Fakultas Ekonomi UI. 2003) hal. 50-51
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dalam teori endogen adalah meningkatnya stok pengetahuan dan ide baru
dalam perekonomian yang mendorong tumbuhnya daya cipta dan inisiatif
yang diwujudkan dalam kegiatan inovatif dan produktif. Ini semua
menuntut kualitas sumber daya manusia yang meningkat. Trans-formasi
pengetahuan dan ide baru tersebut dapat terjadi melalui kegiatan
perdagangan internasional, penanaman modal, lisensi, konsultasi,

komunikasi, pendidikan, dan aktivitas.

Mengenai peran perdagangan dalam pertumbuhan, Nurkse
menunjukkan bahwa perdagangan merupakan mesin pertumbuhan selama
abad ke -19 bagi negara-negara yang sekarang termasuk dalam kelompok
negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia
Baru. Pada abad itu kegiatan industri yang termaju terkonsentrasi di
Inggris. Pesatnya perkembangan industri dan pertumbuhan penduduk di
Inggris yang miskin sumber alam telah meningkatkan permintaan bahan
baku dan makanan dari negara-negara yang tersebut di atas. Dengan
demikian, pertumbuhan yang terjadi di Inggris menyebar ke negara lain

melalui perdagangan internasional.

Kemudian kita lihat bahwa kemajuan ekonomi di negara-negara
industn baru yang miskin sumber alam di belahan kedua abad ke-20,
seperti Korea, Taiwan, Hongkong, dan Singapura, juga didorong olch
perdagangan inter nasional. Dalam kelompok teori pertumbuhan ini ada

pandangan yang penting yang dianut olch banyak pemikir pembangunan,
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yaitu teori mengenai tahapan pertumbuhan. Dua di antaranya yang penting

adalah dari Rostow dan Chenery-Syrquin.

Menurut Rostow, transformasi dari negara yang terkebelakang menjadi
negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap
pembangunan yang dilalui semua negara. Rostow mengemukakan lima

tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya.

Growth, The Take-off, The Drive to Maturity, dan The Age of High
Mass Consumption. Menurut pemikiran H.B. Chenery dan M. Syrquin,
yang merupakan pengembangan pemikiran dari Collin Clark dan Kuznets,
perkembangan perekonomian akan mengalami suatu transformasi
(konsumsi, produksi dan lapangan kerja), dari perckonomian yang
didominasi oleh sektor pertanian menjadi didominasi oleh sektor industri

dan jasa.?®

Pandangan-pandangan yang  berkembang dalam teori-teori
pembangunan terutama di bidang ekonomi memang mengalir makin deras
ke arah manusia (dan dalam konteks plural ke arah masyarakat atau
rakyat) sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama
pembangunan (subjek dan objek sekaligus). Salah satu harapan atau
anggapan dari pengikut aliran teori pertumbuhan adalah bahwa hasil

pertumbuhan akan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan yang

* Haryono Suyono, Malik Ruslan, Anwari. W. M. K. Pemberdayaan Masyarakat :
Mengantar Manusia Mandiri, Demokratis, dan Berbudaya. (Jakarta : Khanata. 2006) hal. 20
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paling bawah. Namun, pengalaman pembangunan dalam tiga dasawarsa
menunjukkan bahwa yang terjadi adalah rakyat di lapisan bawah tidak
senantiasa menikmati cucuran hasil pembangunan seperti yang diharapkan
itu. Bahkan di banyak negara kesenjangan sosial ekonomi makin melebar.
Hal ini disebabkan oleh karena meskipun pendapatan dan konsumsi makin
meningkat, kelompok masyarakat yang sudah baik keadaannya dan lebih
mampu, lebih dapat memanfaatkan kesempatan, antara lain karena
posisinya yang menguntungkan (privileged), sehingga akan memperoleh

semua atau sebagian besar hasil pembangunan.

Dengan demikian, yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap miskin
bahkan dapat menjadi lebih miskin. Cara pandang di atas mendominasi
pemikiran-pemikiran pembangunan (mainstream economics) dekade 50-an
dan 60-an dengan ciri utamanya bahwa pembangunan adalah suatu upaya
terencana untuk mengejar pertumbuhan ekonomi agregat. Dan, harus pula
disadari bahwa pemikiran semacam ini masih banyak pengikut dan
pendukungnya sampai saat ini walaupun bukti-bukti empiris dan uji
teoritis menunjukkan bahwa trickle down process tidak pemah terwujud
khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu,
berkembang berbagai pemikiran untuk mencari alternatif lain terhadap
paradigma yang semata-mata memberi penekanan kepada pertumbuhan.
Maka berkembang kelompok pemikiran yang disebut sebagai paradigma
pembangunan sosial yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan

pembangunan yang lebih berkeadilan. Salah satu metode yang umum
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digunakan dalam menilai pengaruh dari pembangunan terhadap
kesejahteraan masyarakat adalah dengan mempelajari distribusi
pendapatan. Pembagian pendapatan berdasarkan kelas-kelas pendapatan
(the size distribution of income) dapat diukur dengan menggunakan kurva
Lorenz atau indeks Gini. Selain distribusi pendapatan, dampak dan hasil
pembangunan juga dapat diukur dengan melihat tingkat kemiskinan

(poverty) di suatu negara.

Berbeda dengan distribusi pendapatan yang menggunakan konsep
relatif, analisis mengenai tingkat kemiskinan menggunakan konsep absolut
atau kemiskinan absolut. Meskipun pembangunan harus berkeadilan,
disadari bahwa pertumbuhan tetap penting. Upaya untuk memadukan
konsep pertumbuhan dan pemerataan merupakan tantangan yang
jawabannya tidak henti-hentinya dicari dalam studi pembangunan. Sebuah
model, yang dinamakan pemerataan dengan pertumbuhan atau
redistribution with growth (RWG) dikembangkan berdasarkan suatu studi
yang disponsori oleh Bank Dunia pada tahun 1974 (Chenery, et.al., 1974).
Ide dasamya adalah pemerintah harus mempengaruhi pola pembangunan
sedemikian rupa sehingga produsen yang berpendapatan rendah (yang di
banyak negara berlokasi di perdesaan dan produsen kecil di perkotaan)
akan mendapat kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan secara

simultan menerima sumber ekonomi yang diperlukan.
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C. Kajian Terdahulu Yang Relefan
Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Imron tentang Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir yang dilakukan pada tahun 2007 lebih difokuskan kepada :
a. Partisipasi dan strategi dalam pengembangan ekonomi masyarakat
pesisir di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
b. Relevansi partisipasi dan strategi pengembangan masyarakat islam.
Dari dua fokus masalah yang diangkat sehingga dapat diketahui bahwa
ternyata tingkat partisipasi masyarakat setempat dalam upaya pemberdayaan
dan pembangunan masyarakat pesisir sangat rendah, hal ini disebabkan
banyaknya birokrasi pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat
yang ikut campur dan tidak mengedepankan partisipasi masyarakat secara

umuim.



